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SALINAN PUTUSAN
Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Tbh

au )l ol alll paa
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gg. Tanjung
Kilang RT.001 RW. 004 Kelurahan Sungai Beringin
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir |,
sebagai " Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
Desa Kampung Baru Kecamatan Concong
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat

dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 24 Nopember 2014
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah

pada tanggal 03 Juli 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/01/VII/2013,
tertanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), telah
dikaruniai seorang anak, bernama : Rumi binti Hendry, H, anak tersebut
sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama 3 hari, kemudian
setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang tua
Tergugat di Desa Kampung Baru;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada

Penggugat, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk ;

c. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul
Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan
oleh persoalan-persoalan kecil;

d. Tergugat sering cemburu, sehingga Tergugat melarang penggugat
keluar rumah tanpa alasan yang jelas;;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas
sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak

berhasil;
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6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dengan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah
ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan
putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Tembilahan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Tbh
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tanggal 27 Nopember 2014, tanggal 05 Desember 2012, serta tidak terbukti
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis
karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah berupaya menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugagt, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi,
namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak
dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal
19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tembilahan dalam register Nomor 632/Pdt.G/2014/PA.Tbh, tanggal 24
Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai
berikut:

A. Alat bukti Surat:
e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/01/VI11/2013 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri

Hilir pada tanggal 04 Juli 2013 yang telah dinazagelen dan telah

dileges oleh Panitera serta dicocokan dengan aslinya oleh Ketua

Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:
1. Saksil, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Concong Luar

Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah kakek

Penggugat;
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Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah
pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri
Hilir;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama lebih
kurang 3 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa
Kampung Baru;

e Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang
cukup kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras;

e Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;

e Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat;

2. Saksi Il, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 001 RW. 004,
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Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten
Indragiri Hilir, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah
pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri
Hilir;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa Concong Luar selama lebih
kurang 3 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa
Kampung Baru;

e Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

e Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2013 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras yang
sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata-kata kasar dan
bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sewakiu terjadi
pertengkaran;

e Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat
dengan Tergugat bertengkar;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;

e Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah
kepada Penggugat dan anaknya;

e Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun

kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak
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berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat
membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat
bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya
tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan
menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan
Agama Tembilahan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka
gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dan relatif
Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk
diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak
pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
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menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1
R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke
persidangan namun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor
1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi,
namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan sejak bulan Juli tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat suka
minum-minuman keras, Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering
memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan Tergugat sering
cemburu sehingga melarang Penggugat keluar rumah tanpa alasan yang
jelas dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2013 Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berjalan lebih
kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat
bukti tertulis “P” dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan
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fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah
dimeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dileges oleh Panitera
Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti
“P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P”
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan
Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu,
maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang
tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang
diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan
persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta
tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian
secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara
Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang
cukup kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras dan
Tergugat suka berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat
sewaktu terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat
sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun
lamanya dan Penggugat sudah pernah dinasihati agar rukun kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan kedua
saksi juga telah memberikan keterangan yang mana saling bersesuaian dan
saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg.,
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sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan
Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas,
Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

* Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri
yang sah sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai sekarang dan belum
pernah bercerai;

e Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

e Bahwa sejak bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak
kepada Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat
suka berkata-kata kasar, sering memukul Penggugat jika terjadi
pertengkaran dan Tergugat sering cemburu sehingga Tergugat
melarang Penggugat keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai
sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

e Bahwa Penggugat sudah diupayakan dinasihati agar rukun kembali
membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

e Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan
perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan ikatan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah atau masih dapat
dipertahankan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan berakibat

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan saat ini antara Penggugat dan
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Tergugat telah berpisah rumah dan selama berpisah rumah Penggugat dan
Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling
mempedulikan lagi. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut,dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya
dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat untuk kembali rukun
dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari
Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak
ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah
tangga (onheellbaare tweespalt);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang telah pecah tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan
dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara
Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan
dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.
Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan
berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua
belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa
serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal
sesuai dengan kaidah figih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari

pada menarik manfaat;
dlan)l > e p 2o duwlioll €5

Artinya :“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat’;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat

dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang
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Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara

ini yang berbunyi sebagai berikut:

o Wl ade 3l Lezo ) azoll @l o as aub II3]s

(ol ol |
Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada
suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada
isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang
tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir
tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri
dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang
kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka
thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
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Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya
perkawinan, untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk
dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 11
Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 H, oleh
kami Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI
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DERMAWAN, S.H.l. dan FATHUR RIZQI, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. A. RAHMAN, SH.,MA.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd. ttd.
RIKI DERMAWAN, S.HI. FATHUR RIZQl, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

MUSLIM, S.Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 700.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 791.000,-
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Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 11 Desember 2014

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

LUKMAN, S.Ag.
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